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Salinan P E N E T A P A N 

Nomor 960/Pdt.P/2019/PA.Cbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol antara: 

 

Pemohon I, tempat/tangal lahir Kuningan/20 April 2000, umur 19 tahun, agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

bertempat tinggal di XXXXXXX, sebagai Pemohon I; 

Pemohon II, tempat/tanggal lahir .../..., umur #1034# tahun, agama Islam, 

pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di XXXXXXX, 

sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, ... disebut para 

Pemohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang; 

 

Duduk Perkara 

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

960/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 21 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1.   Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki 

bernama : Fahri Ramadhan bin Danurianto, umur  21 tahun, agama Islam, 

pekerjaan  Karyawan Swasta, ,tempat tinggal di Jalan Damar 1, Blok D No. 

527, Margahayu Jaya, RT.004/018. Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 960/Pdt.P/2019/PA.Cbn 

Timur Kota Bekasi, selama  9 bulan   dan telah sepakat untuk meneruskan ke 

jenjang perkawinan;  

2.   Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah 

cukup dewasa, telah  mempunyai pekerjaan atau  penghasilan yang dapat 

menopang kehidupan berumah tangga;  

3.   Bahwa antara  Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan 

muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan  atau keponakan  dengan 

paman atau sebaliknya  dan tidak sedang  dalam ikatan perkawinan maupun 

dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk 

melakukan pernikahan ;   

  

4.   Bahwa  Pemohon  telah menyampaikan  maksud tersebut kepada wali 

nikah Pemohon namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan beda aliran 

Agama Islam dengan calon suami Pemohon;  

6.   Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh  hukum syara' 

maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa 

keberatan  sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah 

sedemikian erat yang tak mungkin  dapat dipisahkan, telah 

sama-sama  bertekad bulat  akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk 

menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar 

hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

7.   Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon 

mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa 

melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut 

dengan  memakai wali hakim;  

8.       Pemohon  sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara 

ini 

 

1.   Mengabulkan permohonan  Pemohon;  

2.   Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama  Ujang Jakaria 

Bin H Komar adalah wali adlal;  
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3.   Memberi ijin  kepada Pemohon (Aisyah Aprilia Nurfadilah binti Warya) 

untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (Fahri Ramadhan bin Danu 

Rianto) dengan memakai wali Hakim;  

4.   Membebankan biaya perkara kepada;  

 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para 

Pemohon hadir sendiri di persidangan; 

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan 

ingin mencabut permohonannya; 

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para 

Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya 

sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan 

perkara ini; 

 

Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan 

mencabut permohonan para Pemohon; 

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut 

permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh 

karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan 

Agama; 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus 

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon; 

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai 

dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang 
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka 

biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;   

   Menyatakan perkara Nomor 960/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;   

   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 506000,- ( lima ratus enam ribu rupiah);   

 

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. 

Yumidah, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan 

Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan 

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, 

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon; 

 Anggota-Anggota, Ketua Majelis, 

 

 Ttd. Ttd. 

 Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Dra. Yumidah, M.H. 

 

 Ttd. 

 Idawati, S.Ag, M.H. 

  Panitera Pengganti, 

 

  Ttd. 

  Chairul Cholid, S.Ag. 
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Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,- 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,- 

-  Panggilan : Rp 390.000,- 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,- 

-  Redaksi : Rp 10.000,- 

-  Meterai : Rp 6.000,- 

J u m l a h : Rp 506.000,- 

(lima ratus enam ribu rupiah) 

 

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya 

Panitera Pengadilan Agama Cibinong 

 

 

H. Dede Supriadi, S.H., M.H. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5


